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Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan 
 
Factors Affecting Financial Performance of The Local Government on 
South Sulawesi 
 
M. Yusuf Indrawan 
Ratna Ayu Damayanti 
Nirwana 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi 
kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan. 
Faktor-faktor yang digunakan adalah PAD, intergovernmental revenue, ukuran 
pemerintah daerah, dan leverage. Data penelitian ini menggunakan data 
sekunder yaitu laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi 
Sulawesi Selatan tahun 2009-2011. Penelitian ini menggunakan model analisis 
regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan ukuran 
pemerintah daerah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah. Intergovernmental revenue dan leverage tidak 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
 
Kata kunci: kinerja keuangan, PAD, intergovernmental revenue, ukuran 
pemerintah daerah, leverage 
 
This study aimed to analyze the factors that affect the financial performance of 
local government on the province of South Sulawesi. The factors used are 
revenue (PAD), intergovernmental revenue, the size of local government, and 
leverage. The data of this study using secondary data that the financial 
statements local government on the province of South Sulawesi in 2009-2011. 
This study uses multiple linear regression analysis model. Results of this study 
indicated that the PAD and the size of local government are factors that affect the 
financial performance of local government. Intergovernmental revenue and 
leverage had no effect on financial performance of local government. 
Keywords:  financial performance, PAD, intergovernmental revenue, size of 
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1.1 Latar Belakang 
Kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan 
daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang 
Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah 
diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 telah memberi 
kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk 
menyelenggarakan semua urusan pemerintah khususnya pada pengelolaan 
keuangan daerah.  
Berdasarkan pasal 155 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah disebutkan:  
(1) penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah 
didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah,  
(2) penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan 
pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan 
dan belanja negara, dan  
(3) administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah 
sebagaimana maksud pada nomor (1) dilakukan secara teisah dari 
administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah 
sebagaimana maksud pada nomor (2).  
 
Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebutkan “pengelolaan 
keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan 
bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan dan kepatuhan”. 
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Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap pemerintah daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintah harus mengelola keuangan 
daerahnya secara tertib dan dipertanggungjawabkan berdasarkan pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penyelenggaran 
urusan pemerintah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 
daerah (APBD) menjadi efektif dan efisien. 
Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan 
dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung 
mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai 
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan 
sosial masyarakat, sehingga pemerintah daerah wajib menyampaikan 
pertanggungjawaban penggunaan APBD kepada masyarakat berupa laporan 
keuangan sebagai wujud akuntabilitas kepada publik. Pemerintah tidak hanya 
mempertanggungjawabkan uang yang dipungut dari rakyat, tapi juga dituntut 
untuk mempertanggungjawabkan atas hasil-hasil yang dicapainya. 
Tahap setelah pemerintah daerah melakukan tugas-tugasnya yang 
dituangkan dalam APBD adalah pengukuran kinerja untuk menilai tugas-
tugas yang telah dilakukan. Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai 
wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD mengandung 
pengertian sebagai suatu informasi yang bermanfaat untuk pembuatan 
keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi (Halim, 2007:94). Menurut 
Mardiasmo (2009:121) “pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai 
akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih 
baik”.  
Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 
sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan tujuan entitas tersebut 
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dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar 
(Fahmi, 2012:2). Menurut Wilson et al. (2010:408) menyebutkan bahwa: 
Ensuring that the government has the financial capacity to sustain 
desired services is the primary reason for managers to monitor financial 
performance… Decision makers external to the government also need to 
assess government performance as they decide whether to locate 
businesses in a city, work for public entities, or invest in municipal bonds 
. 
Pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi finansial, seperti laporan 
keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat (Mardiasmo, 
2009:123). Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi 
suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Kinerja 
keuangan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk 
memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan 
keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang 
diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus 
dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam 
daerah. Data pengukuran kinerja keuangan yang bersumber dari informasi 
finansial yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, dapat 
menjadi peningkatan program selanjutnya demi menghasilkan pelayanan 
publik yang lebih baik dan berkualitas. 
Tuntutan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah perlu 
dilakukan karena adanya masalah yang terjadi dalam manajemen keuangan 
daerah yang dikemukakan oleh Nur (2011) yaitu, masih tingginya proporsi 
anggaran untuk belanja tidak langsung, seperti gaji pegawai, daripada 
belanja langsung, baik berupa dana pelayanan publik atau dana investasi 
yang terkait langsung dengan tujuan organisasi, sehingga mengakibatkan 
rendahnya nilai kinerja pemerintah di mata masyarakat. Kemudian pendapat 
dari Atmaja (2010) yaitu, berbagai penyimpangan pengelolaan keuangan 
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daerah yang disebabkan ketidaktaatannya terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang berakibat pada terjadinya kerugian daerah. Hal 
tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK 
khususnya pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan terhadap LKPD 
tahun 2011 yang mengalami peningkatan dari pemeriksaan LKPD tahun 
2010 yang menemukan 320 kasus ketidaktaatan terhadap perundang-
undangan menjadi 337 kasus senilai  228,133 Milyar pada tahun 2011 yang 
berakibat pada terjadinya kerugian daerah. Temuan tersebut sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012) yang 
menyatakan bahwa, semakin besar jumlah temuan audit BPK pada suatu 
pemerintah daerah maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah 
tersebut. Berdasarkan uraian di atas, pengukuran kinerja keuangan daerah 
adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan, karena salah satu kunci 
sukses dari pembaharuan dalam sektor publik adalah dengan melakukan 
pengukuran kinerja (Greiling, 2005).  
Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai kinerja keuangan 
pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya 
adalah PAD (Nasution, 2011), intergovernmental revenue (Sesotyaningtyas, 
2012), ukuran pemerintah daerah, dan leverage (Sumarjo, 2010). Dari 
penelitan sebelumnya mengenai faktor-faktor tersebut menyatakan bahwa 
PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Nasution, 2011) dan 
intergovernmental revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
(Julitawati et al., 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) 
mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah 
maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Hal yang 
sama juga dilakukan oleh Sumarjo (2010) menyatakan bahwa faktor leverage 
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berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini 
mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Sumarjo (2010) dengan 
menambahkan indikator pada pengukuran kinerja keuangan yang dilakukan 
dengan analisis kemandirian keuangan daerah dan tingkat efektivitas 
pendapatan daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan 
kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan 
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat (Halim, 
2008:232). Tingkat efektivitas pendapatan daerah menggambarkan 
kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang 
direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Halim, 
2008:234). Penambahan indikator pada pengukuran kinerja keuangan 
tersebut sejalan dengan rekomendasi penelitian Sumarjo (2010).   
Berdasarkan uraian di atas, perlu diteliti mengenai kinerja keuangan 
pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Oleh karena itu peneliti 
mengambil judul penelitian sebagai berikut: “Faktor-Faktor yang 
Memengaruhi Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-
Sulawesi Selatan”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Permasalahan dalam manajemen keuangan daerah seperti, 
penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang disebabkan 
ketidaktaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 
yang berakibat pada terjadinya kerugian daerah (Atmaja, 2010). Hal tersebut 
sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK khususnya 
pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan terhadap LKPD tahun 2011 
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yang mengalami peningkatan kasus ketidaktaatan terhadap perundang-
undangan dari pemeriksaan LKPD tahun 2010 yang berakibat terjadinya 
kerugian daerah. Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah 
kabupaten/kota di Sulawesi Selatan masih rendah dalam menyelenggarakan 
pelayanan publik yang baik.   
Penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2011), Sesotyaningtyas 
(2012), dan Sumarjo (2010) mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor 
seperti, PAD (Nasution, 2011), intergovernmental revenue (Sesotyaningtyas, 
2012), ukuran pemerintah daerah, dan leverage (Sumarjo, 2010). 
Berdasarkan penelitian tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini, 
yaitu: 
1. Apakah PAD merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pemerintah 
kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan? 
2. Apakah intergovernmental revenue merupakan faktor yang berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi 
Sulawesi Selatan? 
3. Apakah ukuran pemerintah daerah merupakan faktor yang berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi 
Sulawesi Selatan? 
4. Apakah leverage merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja 






1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
memengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi 
Selatan dan mencari bukti empiris bahwa PAD, intergovernmental revenue, 
ukuran pemerintahan, dan leverage adalah faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 
kegunaan secara teoretis dan praktis. 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
1. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi 
mengenai kinerja keuangan khususnya pada pemerintah 
kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang 
memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.  
2. Untuk pengembangan konsep dan teori lebih lanjut yang akan 
digunakan oleh penelitian lainnya yang ingin mengangkat topik yang 
sama dengan penelitian yang dilakukan saat ini. 
 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
1. Pemerintah daerah, penelitian ini dapat digunakan bagi pemerintah 
daerah khususnya di 24 pemerintah daerah kabupaten/kota di 
Sulawesi Selatan sebagai bahan masukan mengenai faktor-faktor 
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yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam upaya 
meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. 
2. Masyarakat, menjadi informasi dalam mengamati kinerja keuangan 
pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai alat 
pengawasan mengenai kinerja pemerintah daerah. 
3. Akademisi, sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian 
lebih lanjut dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada 
bidang konsentrasi ilmu akuntansi. 
 
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
Pada penelitian ini peneliti menggunakan empat faktor yang 
memengaruhi kinerja keuangan yaitu, PAD, intergovernmental revenue, 
ukuran pemerintahan, dan leverage. Penentuan faktor-faktor ini berdasarkan 
penelitian-penelitian sebelumnya. Pengujian faktor-faktor tersebut dilakukan 
dengan menggunakan LKPD 24 kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi 
Selatan pada tahun 2009-2011. 
 
1.6 Organisasi/Sistematika 
Organisasi/Sistematika penelitian ini terdiri dari 5 bagian, yaitu Bab I 
pendahuluan, Bab II tinjauan pustaka, Bab III metodologi penelitian, Bab IV 
hasil penelitian dan pembahasannya, serta Bab V penutup. 
BAB I  Latar Belakang 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 






BAB II  Tinjauan Pustaka 
Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 
kerangka pemikiran, dan hipotesis.  
BAB III  Metodologi Peneltian 
Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, variabel penelitian dan 
definisi operasional, populasi dan penentuan sampel, jenis dan 
sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data. 
BAB IV  Hasil dan Pembahasan 
Bab ini berisi tentang deskripsi data, analisis data, dan pembahasan 
atas hasil analisis data. 
BAB V  Penutup 
Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang 
diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu disajikan 









Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, 
intergovernemental revenue, ukuran pemerintah daerah, dan leverage 
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada pemerintah 
kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2011. Berdasarkan 
hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 
1. PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada 
pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-
2011 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut kurang 
dari α = 0,05 (0,000 < 0,05). Pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah, yaitu dengan meningkatnya PAD yang digunakan 
untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik maka semakin baik 
kinerja keuangan pemerintah daerah.  
2. Intergovernemtal revenue tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi 
Selatan tahun 2009-2011 dengan nilai signifikansi sebesar 0,218 dimana 
nilai tersebut lebih dari α = 0,05 (0,218 > 0,05). Besarnya 
intergovernmental revenue yang diperoleh pemerintah daerah dari pihak 
luar belum dapat digunakan secara baik. Terlihat dari besarnya jumlah 
belanja daripada realisasi pendapatan, yang berakibat pada kurang 
efisiennya pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran.  
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3. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi 
Selatan tahun 2009-2011 dengan nilai signifikansi sebesar 0,008 dimana 
nilai tersebut kurang dari α = 0,05 (0,008 < 0,05). Hal tersebut disebabkan 
pemerintah daerah yang memliki ukuran besar akan berdampak pada 
tuntutan kinerja yang baik pada pemerintah daerah tersebut.  
4. Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan 
tahun 2009-2011 dengan nilai signifikansi sebesar 0,244 dimana nilai 
tersebut lebih dari α  = 0,05 (0,244 > 0,05). Leverage tidak berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena kabupaten/kota di 
Sulawesi Selatan memiliki dana yang kuat untuk memenuhi kebutuhan 
operasionalnya tanpa bergantung pada pinjaman atau hutang.  
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan 
saran sebagai berikut. 
1. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar memerluas 
periode pengamatan agar lebih akurat dalam membandingkan hasil 
penelitian dari tahun ke tahun. 
2. Pada penelitian ini, variabel independen yang diteliti berpengaruh 
terhadap variabel dependen sebesar 32,2%, berarti bahwa ada pengaruh 
sebesar 67,8% dari variabel-variabel lain di luar model penelitian. 
Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh variabel-
variabel lain yang belum termasuk dalam model regresi pada penelitian 
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ini, misalnya menambah variabel-variabel lain yang diduga dapat 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
3. Peneliti juga menyarankan untuk menggunakan proksi lain untuk kinerja 
keuangan pemerintah daerah, seperti aktivitas atau debt service coverage 
ratio (DSCR), sehingga dapat lebih mengintepretasikan kinerja keuangan 
pemerintah daerah. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu penelitian ini hanya 
menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen. Selain itu, 
variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada 
PAD, intergovernmental revenue, ukuran pemerintah daerah, dan leverage, 
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